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KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REFUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-01l1/J.A/1/199%91.

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMANYA MENANDA TANGANI
KEPUTUSAN PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MEN-
JELANG PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HOR-
MAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAG! PEGAWAI
NEGERI SIiPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK  INDONESIA

JAKSA 'AGUNG REPUBLIK INDONESIA

: a. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-076/M/J.A/9/
1990 tanggai 14 September 1980 tentang pengangkatan Sdr. YUNAN
SAWIDJI, SH N_ip.2at?005.444 Pambina Utama Madya/lvi"aaya Pati Adhyak
sa (1V/d) Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Keja<saan Agung

RA.l. menjadi Kepala Kajaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

b. Keputusan Jaksa Agung Repubiik Indonesia Nomor : Kep-076/M/J.A/9/
1990 tanggal 14 September 1990 tentang pengangkatan Sdr. R. SOEMAR
TO, SH Nip.230005683 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (iv/
d) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Balikpapan* menjadi Ke
pala Biro Koepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.lL.

: Bahwa sehubungan dengan alih tugas tersebut perfu segera memberi kuasa
untuk atas namanya kepada Sdr., R. SCEMARTO, SH Nip.230005683 Pembi-
na Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Biro Kepegawaian -
Bidang Pembinaan 'Kejaksaan Agung R.l. untuk menanda tangani Keputusan
Pensiun, surat keputusan psmberhentian dan lain - lain yang sehubungan -
dengan itu sebagaimana diatur didalam pasal 1 surat keputusan Jaksa A -
gung R.l. Nomor : Kep-064/J.A/8/1890 tanggai 18 Agustus 1990.

Mengingat. .icieiieiciiaae

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG
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Maengingat

Memperhatikan

Menetapkan

: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1861 tentang Ketantuan-ketentuan Po-

kok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1861 Nomor
254).

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Peng -
angkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembar
an Negara Tahun 1975 Nomor 26).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 188/M Tahun 1990 tang
gal 1 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indone-
sia.

5. Keputusan Jaksa Agung Republik indonesia Nomor : Kep-064/J.A/8/1990
'tanggal 18 Agustus 1990 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Namanya
Menanda T'angani Keputusan Pensiun, Istirahat Besar/Bebas Tugas Men -
jelang Pensiun Dan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permohonan Sen
diri Bagi Pegawal Negeri Sipil Dilingkungan Kejaksaan Republik Indone -
sia.

: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepagawaian Negara Nomor : 12/

SE/1975 tangg’al 14 Oktober 1875 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemin-

dahan dan Pemberhentian Pegawai Negerl Sipil.
Y

MEMUTUSKAN:

. KEPUTHUBAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBE -

RIAN KUASA UNTUK ATAS NAMANYA MENANDA TANGANI KEPUTUS

AN PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG PENSIUN

DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDI%
Rl BAG! PEGAWAI NEGERI! SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPU! -
BLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Memberi kuasa kepada KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN untuk atas nama -
JAKSA AGUNG R.|. menanda tangani Keputusan sepanjang mengenai :

a. pemberian hak pensiun Pagawai Negeri Sipil termasuk pensiun janda/du
.da Pegawai dan anak yatim/piatu ;

b. pemberian istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun ;

c. pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri ;
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bagi Pegawai Negeri Sipil yang bsrpangkat golongan ruang 1v/a ke bawah,

Pasal. 2. .cccecemcescosacnes
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Tembusan
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: keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pasal 2.

Spesimen tanda tangan pejabat tersebut adalah sebagaimana tertera dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
Pasal 4,

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka KKeputusan.Jaksa Agung R.l. No -
mor : Kep-064/J.A/8/1990 tanggal 18 Agustus 1980 dinyatakan tidak ber -
laku lagi.

Pasal 5.

Keputusan ini disampaikan kepada para pejabat:-yang:berkepentingan .untuk

di indahkan. dan: dilaksanakan: sebagaimana mestinta

- Ditetapkan di :Jakarta. -
Pada tzgnggal : 28 Januari 1991.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan cq. Direktur Perbendaharaan Negara
dan Tata LLaksana Anggaran ;

Kepala Kantor Perbendaharaan Negara se [ndonesia ;

Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN ;

Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN ;

Para Kepala Cabang/Utama/Cabang PT. Taspen (Persero) ss Indonesia ;
Para Jaksa Agung Muda ;

Para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia ;

Para Kepala Kejaksaan Negeri se Indonesia ;

Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se indonesia.
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B - DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Jaksa Agung Repubiik Indonesia -
: 4
Nomor : KEP-011/3.A/1/199%1,.

Tanggal : 28 Januari 1991.
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